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ABSTRAK

EVALUASI KEMITRAAN KONSERVASI DAN KETERCAPAIAN GOOD
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PADA GAPOKTANHUT SISTEM
HUTAN KERAKYATAN LESTARI, TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

Nafisa Hidayatul Fitri

Kelestarian hutan adalah salah satu objek yang terancam saat ini karena kurangnya
kepedulian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat Permen LHK No. 9
tahun 2021 Tentang Pengeloaan Perhutanan Sosial, yang juga membahas kemitraan
konservasi. SHK Lestari merupakan salah satu gapoktanhut yang menjalin kemitraan
dengan Tahura WAR. Sejak tahun 2002 SHK Lestari yang didampingi oleh Tahura
WAR dan LSM Walhi Lampung untuk mendapatkan Perjanjian Kerjasama dari
KLHK namun sampai saat ini masih belum tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, implementasi, serta
monitoring evaluasi Kemitraan Konservasi serta melihat ketercapaian Good
Environmental Govenance (GEG) pada SHK Lestari. Metode penelitian pada
penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat uji
analisis yang digunakan adalah SmartPLS dengan metode analisis SEM (Structural
Equation Modeling). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi SHK
Lestari, perencanaan, implementasi, serta monitoring evaluasi mendapat nilai dengan
kategori baik, namun perlu peningkatan pada implementasi. Sedangkan ketercapaian
GEG disimpulkan sudah cukup tercapai, namun perlu peningkatan pada indikator
partisipasi dan representasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Kemitraan Konservasi, Good Environmental Governance.



ABSTRACT

EVALUATION OF CONSERVATION PARTNERSHIP AND ACHIEVEMENT
OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN GAPOKTANHUT LESTARI
COMMUNITY FOREST SYSTEM, TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

By

Nafisa Hidayatul Fitri

Forest preservation is one of the objects that is currently threatened due to a lack of
public awareness. Therefore, the government issued Minister of Environment and
Forestry Regulation No. 9 of 2021 concerning Social Forestry Management, which
also discusses conservation partnerships. SHK Lestari is one of the gapoktanhuts that
has a partnership with Tahura WAR. Since 2002, SHK Lestari has been accompanied
by Tahura WAR and NGO Walhi Lampung to obtain a Cooperation Agreement from
the Ministry of Environment and Forestry, but until now this has not been achieved.
The aim of this research is to describe and analyze the planning, implementation and
evaluation monitoring of the Conservation Partnership and to see the achievement of
Good Environmental Govenance (GEG) in SHK Lestari. The research method in this
research is descriptive research with a quantitative approach. The analysis test tool
used is SmartPLS with the SEM (Structural Equation Modeling) analysis method. The
results of this research show that in the evaluation of SHK Lestari, planning,
implementation and monitoring of the evaluation received a score in the good
category, but implementation needs to be improved. Meanwhile, it was concluded
that GEG's achievements were sufficient, but needed to be improved in terms of
participation and representation indicator.

Keywords: Evaluation, Conservation Partnership, Good Environmental Governance.
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l. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kelestarian hutan adalah salah satu objek yang terancam saat ini. Hutan
merupakan penghasil sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk
memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Kepedulian masyarakat
terhadap kelestarian sumber daya alam saat ini harus dipupuk dan dibangun
demi keberlangsungan hidup di masa depan. Saat ini telah banyak terjadi
ekploitasi hutan yang dilakukan masyarakat seperti penebangan liar,
pembukaan hutan, industrialisasi, hingga perusakan hutan. Terlebih hutan
konservasi yang merupakan hutan yang dilindungi undang-undang dalam

menjaga kelestariannya juga tidak luput dari kerusakan.

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu pada setiap daerah
masing-masing dengan keanekaragaman flora dan fauna yang masih asli di
ekosistemnya (Safe’i dkk., 2020:2). Hutan konservasi yang berupa cagar
alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru
pengelolaannya dibawah pemerintah pusat yang dalam hal ini kementerian
kehutanan melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia,
sedangkan hutan konservasi yang berbentuk taman hutan raya berada dibawah
pemerintah daerah (Akhmaddhian, 2013:2).

Luasnya hutan yang dimiliki oleh Indonesia membuat banyak masyarakat

yang tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidupnya pada hutan,



sehingga mereka yang akhirnya membuka lahan hutan dan menjadikannya
sebagai lahan perkebunan dan pemukiman. Keadaan ini akhirnya
mempengaruhi kelestarian hutan yang keberadaannya diperuntukan sebagai
area konservasi dan terjaganya keseimbangan ekosistem yang dilindungi
pemerintah seperti halnya hutan lindung dan hutan konservasi. Namun selain
menjaga kelestarian hutan, disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan

kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitaran areal hutan.

Persoalan kelestarian hutan yang kolektif membutuhkan partisipasi seluruh
komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Pemerintah,
masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komponen bangsa
lain yang memiliki kemauan untuk bersama-sama menjaga kelestarian hidup
dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan. Hal tersebut juga
perlu dibarengi dengan tindak tegas hukum yang mengatur terkait lingkungan
dan pelaku yang melanggarnya (Mukhlis, 2021:210).

Dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. 83 Tentang Perhutanan Sosial yang kemudian
disempurnakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 9 tahun 2021 Tentang Pengeloaan Perhutanan Sosial, dimana menunjuk
masyarakat sebagai aktor utama dalam meningkatkan kesejahteraannya serta
menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, yang
dituangkan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Taman
Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Dan Kemitraan Kehutanan atau

Konservasi.

Kemitraan  Konservasi  bertujuan  untuk  melindungi alam juga
mengendepankan pengembangkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan hutan. Kemitraan Konservasi sendiri dalam P.06/KSDAE/2018



tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala
unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan
masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya,
dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020:189). Menurut Hartoyo dkk dalam
Mufidah (2022:10) Tahura merupakan kawasan yang memiliki persoalan
kompleks multistakeholder dimana bukan saja permasalahan konflik tenurial
yang menjadi permasalahan namun juga konflik kepentingan dengan motif
ekonomi juga menjadi permasalahan di kawasan ini. Tahura sedang
mengalami pengembangan dan pembangunan. Kondisi Tahura saat ini
terdapat berbagai macam kerusakan alam yang terjadi. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut pengelolaan yang berbasis kemitraan menjadi solusi.
(Mufidah, 2022:11).

Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 ha, yang secara
fungsi terbagi menjadi 3 jenis kawasan, antara lain Kawasan Hutan
Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Di
dalam Kawasan Hutan Konsevasi terdapat Taman Hutan Raya (Tahura) di
Register 19 Gunung Betung, seluas 22.244 ha yang secara administrasi
wilayah berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran yang
dinamakan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR).

Tahura WAR memiliki kemitraan konservasi hutan kerakyatan yang
dicanangkan kementrian perhutanan. Penerapan Kemitraan Konservasi di
Tahura WAR berjalan dengan baik dibuktikan dengan progres yang terus
meningkat. Total KTH adalah 180 KTH dengan jumlah KTH yang sudah
melakukan penandatanganan PKS sebanyak 17 KTH yang terbagi dalam dua
Gapoktan yaitu 10 KTH dari Gapoktan Manunggal Sejahtera dan 7 KTH dari

Gapoktan SHK Pesawaran Bina Lestari.



SHK' Lestari sendiri merupakan salah satu gapoktan terlama yang sudah
bermitra dengan Tahura namun pengajuan Kerjasama yang ditandatangani
Kementrian LHK sampai saat ini masih belum tercapai. Pengajuan izin sudah
dilakukan namun masih belum mencapai titik terang mengenai legalitas izin

pengelolaan SHK Lestari.

Gapoktanhut SHK Lestari yang terdiri dari 21 Kelompok Tani Hutan (KTH)

dengan luas Garapan sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Garapan KTH Gapoktanhut SHK Lestari

No. Kelompok Tani Hutan Luas Garapan (Hektar)
1.  Karya Makmur | 32,241
2. Karya Makmur Il 35,743
3. Karya Makmur I11 31,165
4.  Karya Makmur IV 33,548
5.  Karya Mukti | 40,690
6. Karya Mukti Il 48,178
7. Karya Mukti I11 36,475
8.  Karya Mukti IV 35,246
9. Karya Mukti V 40,423
10. Karya Sejati 58,794
11. Karya Tani | 53,32
12. Karya Tani ll 50,70
13. Karya Tani Il 26,18
14.  Sri Lestari | 28,75
15.  Sri Lestari Il 43,85
16. Puja Kesuma I 40,07
17.  Puja Kesuma Il 41,01
18. Puja Kesuma Il 33,91




No. Kelompok Tani Hutan Luas Garapan (Hektar)
19. Tersenyum | 30,81
20. Tersenyum Il 36,54
21. Tersenyum Il1 37,64
Jumlah 815,283

Sumber : Rencana Pelaksaan Program (RPP) Gapoktanhut SHK Lestari

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Gapoktanhut SHK
Lestari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kebun. Mata
pencaharian masyarakat tersebut sangat bergantung pada kawasan dan telah
terjadi secara turun temurun. Dampak aktivitas budidaya kebun campuran ini
berpengaruh terhadap kondisi Tahura WAR dengan adanya beragam jenis

tanaman masyarakat di dalam kawasan.

Berdasarkan yang tersebut dalam gambaran umum di RKT masing-masing

KTH pada Gapoktanhut SHK Lestari, beberapa permasalahan yang dihadapi

dalam pengelolaan kawasan di KTH Gapoktanhut SHK Lestari saat ini di

antaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar kawasan mengenai fungsi dari
kawasan konservasi disebabkan oleh kurang efektifnya strategi
komunikasi yang dilakukan dan kurang tersosialisasikannya kerangka
hukum mengenai fungsi kawasan hutan, khususnya mengenai kawasan
pelestarian alam. Nilai kawasan konservasi yang  memiliki
keanekaragaman hayati saat ini belum mampu meniptakan kebangggan di
antara masyarakat lokal. Sebaliknya, mereka malah beranggapan bahwa
kawasan konservasi merupakan hambatan bagi pembangunan karena tidak
diizinkan mengeksplorasi hutannya.

2. Masyarakat yang melakukan penggarapan di dalam kawasan pada
umumnya tidak memiliki lahan garapan di lahan marga dan sangat

menggantungkan hidupnya pada lahan kawasan hutan, sementara hasil



pemungutan HHBK dari areal garap belum bisa mencukupi kebutuhan

hidup layak dari petani.

Sejak tahun 2003, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung
mendampingi Gapoktan SHK Lestari. Walhi Lampung membantu
memperjuangkan perizinan kemitraan konservasi dengan KPHK Tahura
WAR. Menurut Walhi Lampung, masyarakat memiliki kemampuan untuk

mengelola dan melestarikan kawasannya.

Hubungan antara LSM Walhi Lampung dengan Dinas Kehutanan yang dalam
hal ini adalah UPTD Tahura WAR perlu mencapai Good Environmental
Governance (GEG). Hubungan antar ketiga komponen tersebut harus dalam
posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi. GEG merupakan konsep
kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip penyelenggaraan
pemerintahan dalam pengeloaan lingkungan hidup demi keberlanjutan

lingkungan hidup.

Terdapat tujuh indikator dalam prinsip GEG (Addahlawi dkk., 2020:109),
yaitu 1) Aturan hukum, yaitu cara dalam mengatur warga dengan hukum agar
tidak sewenang-wenang dan dapat berlaku sesuai dengan hukum yang
berlaku. 2) Partisipasi dan representasi, yaitu partisipasi adalah keterlibatan
komponen governance dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik
secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan
kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indera dengan
menggunakan bahasa sendiri. 3) Akses terhadap informasi, yaitu akses
informasi yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan
informasi kepada publik. 4) Tranparansi dan akuntabilitas, yaitu transparansi
adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan
keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan jelas, nyata, dan

tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban



dari sebuah instansi atau lembaga. 5) Desentralisasi, merupakan kewenangan
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. 6)
Lembaga dan Institusi, yaitu organisasi yang turut berperan dalam
mewujudkan tujuan yang akan dicapai. 7) Akses untuk memperoleh keadilan,
artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-

hak yang harus diterima.

Selanjutnya penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau

tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitan terdahulu
memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis

dari segi konsep maupun teori. Berikut adalah penelitian terdahulu yang

digunakan oleh peneliti sebagai referensi.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Perbedaan Dengan

No. | Nama Peneliti Judul Penelitian o -
Penelitian Ini
1. Pemberdayaan Penelitian ini berfokus
Masyarakat Dalam pada hasil pemberdayaan
Muhamad : . .
Pengelolaan Sistem bagi masyarakat yaitu yang
Romadhon :
. Hutan Kerakyatan mensejahterakan
Fadhillah, i
(SHK) Di Desa masyarakat, sedangkan
Fakultas Dakwah " .
Hanura Kecamatan penelitian yang dilakukan
dan lmu "
o Teluk Pandan peneliti berfokus pada
Komunikasi

Universitas Islam
Negeri Raden
Intan Lampung,
2018

Kabupaten Pesawaran
(Skripsi)

hasil implementasi
kemitraan konservasi yang
dibentuk bersama antara
LSM Walhi Lampung dan
Masyarakat yang disetujui
oleh Pemerintah.

Pengaruh Partisipasi

Penelitian ini membahas

Naila 1zzah, Masyarakat Desa peran masyarakat dalam
Fakultas Ilmu Hutan Dalam pengeloaan hasil hutan
Sosial dan lImu Pengelolaan kemasyarakatan,

Politik,

Sumberdaya Hutan

sedangkan penelitian yang

Universitas Bersama Masyarakat | dilakukan peneliti
Diponegoro, (PHBM) Terhadap membahas mengenai peran
2014 Kesejahteraan Kerjasama antara

Masyarakat Desa

masyarakat, LSM, dan




Perbedaan Dengan

Is Eka Herawati,
Program Studi
Agribisnis,
Universitas
Terbuka Serang
(2017)

Kelompok Tani
Sistem Hutan
Kerakyatan (SHK)
Lestari Kawasan
Taman Hutan Raya
Wan Abdurrahman-
Hurun Kabupaten
Pesawanan Lampung
(Jurnal)

No. | Nama Peneliti Judul Penelitian . -
Penelitian Ini
Hutan (Studi Kasus Di | Pemerintah.
BKPH Klumo
Bangsrikabupaten
Jepara) (Jurnal)
3. Kemitraan Konservasi | Penelitian ini
Di Taman Hutan Raya | mengevaluasi kemitraan
Wan Abdul Rachman, | konsevasi di Tahura Wan
Salma Mufidah, | Provinsi Lampung Abdul Rachman
Jurusan (Skripsi) sedangkan penelitian yang
Kehutanan dilakukan peneliti
Fakultas mengevaluasi mengenai
Pertanian peran kerjasama antara
Universitas masyarakat, LSM, dan
Lampung (2022) Pemerintah dalam
melaksanakan kemitraan
konservasi pada SHK
Lestari.
4. Evaluasi Pengelolaan | Penelitian ini
Hutan mengevaluasi peran
Rizki Sanjaya, Kemasyarakatan masyarakat pengurus
Christine (HKm) pada gapoktan dalam
Wulandari, dan Gabungan Kelompok | pengelolaan hasil hutan
Susni Herwanti Tani Rukun Lestari kemasyarakatan,
Jurusan Sejahtera di Desa sedangkan penelitian yang
Kehutanan Sindang Pagar dilakukan peneliti
Fakultas Kecamatan mengevaluasi mengenai
Pertanian Sumberjaya peran kerjasama antara
Universitas Kabupaten masyarakat, LSM, dan
Lampung (2017) | Lampung Barat Pemerintah dalam
(Jurnal) melaksanakan kemitraan
konservasi.
5. Strategi Penelitian ini
Pemberdayaan mendeskripsikan, melihat

keleman dan kekuatan
serta menyusun strategi
untuk SHK Lestari,
sedangkan penelitian yang
dilakukan peneliti
mengevaluasi mengenai
peran kerjasama antara
masyarakat, LSM, dan
Pemerintah dalam




Perbedaan Dengan

Hanikka Wedya
Prasetia, Dwi
Sadono, Dwi
Retno Hapsari,
IPB Bogor
(2023)

dan Kemitraan
Konservasi Lembaga
Masyarakat

Desa Hutan
Konservasi dalam
Taman Nasional Meru
Betiri (Jurnal)

No. | Nama Peneliti Judul Penelitian . -
Penelitian Ini
melaksanakan kemitraan
konservasi.
6. Pengelolaan Hutan Penelitian ini membahas
Bersama Masyarakat | mengenai peran
(Studi Tentang masyarakat terhadap
Meilia Suryani Program Kemitraan pengelolaan hutan dan
Juanda, Fakultas | Konservasi Di Taman | kelestariannya, sedangkan
Ilmu Sosial Dan | Hutan Raya Wan penelitian yang dilakukan
IImu Politik, Abdul Rachman) peneliti mengevaluasi
Universitas (Skripsi) mengenai peran kerjasama
Lampung (2023) antara masyarakat, LSM,
dan Pemerintah dalam
melaksanakan kemitraan
konservasi.
7. Evaluasi Kinerja Dan | Penelitian ini
Sarif Hidayat, Strategi mengevaluasi kinerja
Syaiful Anwar, Pengembangan Lembaga agribisnis dalam
dan Endang Dwi | Lembaga Agribisnis pengelolaan hutan bersama
Purbajanti, pengelolaan Hutan masyarakat, sedangkan
Fakultas Bersama Masyarakat | penelitian yang dilakukan
Peternakan dan Di Desa Kalimaro peneliti mengevaluasi
Pertanian Kecamatan Kedung mengenai peran kerjasama
Universitas Jati Kabupaten antara masyarakat, LSM,
Diponegoro Grobogan (Jurnal) dan Pemerintah dalam
Semarang (2015) melaksanakan kemitraan
konservasi.
8. Vi Efektivitas Program Penelitian ini menilai
ivery . . L .
Kemitraan Konservasi | efektivitas kemitraan
Okthalamo dan ) . L
. Di Taman Nasional konservasi di TNBBS, ,
Doddy Aditya . . o
Bukit Barisan Selatan | sedangkan penelitian yang
Iskandar, . .
o (Jurnal) dilakukan peneliti
Universitas . .
. mengevaluasi kemitraan
Gadjah Mada K  oleh Tah
(2022) onservasi oleh Tahura
Wan Abdul Rachman
9. Dinamika Kelompok | Penelitian ini menganalisis

dinamika kelompok,
karakteristik individu,
pendamping program
kemitraan konservasi dan
kohesivitas kelompok di
Taman Nasional Meru
Betiri, sedangkan
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No. | Nama Peneliti Judul Penelitian Perbeda{m Dengan
Penelitian Ini
penelitian yang dilakukan
peneliti mengevaluasi
kemitraan konservasi oleh
Tahura Wan Abdul
Rachman
10. Persepsi Masyarakat Penelitian ini bertujuan
terhadap Kemitraan untuk mengetahui persepsi
Konservasi dalam masyarakat terhadap
Pengelolaan Kawasan | pelaksanaan perjanjian
Pancar Adelin H Taman Nasionql _ kerjasama_ke_mitraan
Jurusan ' | Gunung Merapi di konservasi di TN_C_;I\/I,
Desa Balerante sedangkan penelitian yang
Kehutanan, i ..

L Kabupaten Klaten dilakukan peneliti
Universitas (Skripsi) mengevaluasi mengenai
Gadjah Mada .

(2023) peran kerjasama antara
masyarakat, LSM, dan
Pemerintah dalam
melaksanakan kemitraan
konservasi.di Tahura Wan
Abdul Rachman

Sumber : Diolah Oleh Penelti 2023

Berdasarkan observasi awal terkait rencana program Gapoktanhut SHK
Lestari, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimanakah
penyelenggaraan SHK Lestari mulai dari perancanaan, pelaksanaan, hingga
monitoring evaluasi. Untuk selanjutnya dapat diketahui terkait kekurangan
dalam pelaksanaan dan yang seharusnya dilakukan guna memperbaiki dan
mengembangkan Gapoktanhut SHK Lestari dalam mencapai tujuan yang
dicita-citakan. Untuk itu Good Environmental Governance bagi para
pendamping Gapoktanhut SHK Lestari perlu ditingkatkan demi tercapainya
tujuan utama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang bertujuan
untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Kawasan hutan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti

melakukan penilitian dengan mengangkat judul “Evaluasi Kemitraan




11

Konservasi Dan Ketercapaian Good Environmental Governance Pada
Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari, Tahura Wan Abdul

Rachman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitan

ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan, implementasi, serta monitoring evaluasi
Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan
Lestari?

2. Apakah Good Environmental Governance yang dilakukan oleh Tahura
WAR dan Walhi Lampung dalam pelaksanaan Kemitraan Konservasi

pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari telah tercapai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, implementasi,
serta monitoring evaluasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem
Hutan Kerakyatan Lestari.

2. Untuk mengetahui ketercapaian Good Environmental Governance yang
dilakukan oleh Tahura WAR dan Walhi Lampung dalam dalam
pelaksanaan Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan

Kerakyatan Lestari.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :
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a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah dan
sumbangan penelitian yang memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang

kebijakan publik.

b. Kegunaan Praktis
1. Bagi pemerintah, yaitu sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi terhadap
pelaksanaan Kemitraan Konsevasi pada Gapoktan Sistem Hutan
Kerakyatan Lestari khususnya dan secara umum pada KTH-KTH lainnya
2. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan
sebagai referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam

bidang perhutanan sosial.



1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Evaluasi Kebijakan
Evaluasi adalah kegiatan menilai apakah suatu kebijakan atau program telah
mencapai tujuannya atau belum. Menurut Nugroho (2009:535) kebijakan
yang telah dibuat setelahnya harus terus diawasi dan tidak dilepas begitu saja.
Pengawasan tersebut salah satunya dengan mekanisme evaluasi kebijakan.
Evaluasi ditujukan untuk melihat seberapa efektif suatu kebijakan publik
untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi

diperlukan untuk melihat antara ekspektasi dan realita.

Kebijakan menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5) dalam dalam telaah
teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek vyaitu perencanaan,
implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Situmorang evaluasi
kebijakan dilakukan untuk melihat penyebab dari kegagalan kebijakan dan
apakah kebijakan tersebut mencapai apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu
evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang dapat dilakukan pada tiap
tahapan kebijakan. Tipe-tipe evaluasi menurut James Anderson dalam
Winarno (2008 : 229) terdapat 3 tipe yaitu:

a) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional yang dikatakan tidak kalah

penting dengan kebijakan.
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b) Evaluasi berfokus pada kinerja suatu kebijakan, maka dari itu memilih
kejujuran dan efesiensi dalam pelaksanaannya.

c) Evaluasi kebijakan sistematis yang mengemukakan jawaban atas
kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya yang digunakan dan

keuntungan yang didapat, dan penerimaan keuntungan.

Dalam penilitian ini, penelilti akan menggunakan evaluasi oleh Agus Subianto
yang mana menilai Kinerja, dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring
evaluasi Gapoktanhut SHK Lestari, serta melihat apakah tujuan dari

dibentuknya Gapoktanhut SHK Lestari ini telah tercapai atau belum.

Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial petama kali disebutkan dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 yang merupakan upaya
pengeloaan pelestarian hutan dalam kawasan hutan negara atau hutan
hak/hutan adat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sebagai aktor
utama. Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tersebut kemudian disempurnakan
dengan Peraturan Menteri LHK No. 9 tahun 2021 Tentang Pengeloaan
Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar Kawasan hutan serta keseimbangan
lingkungan yaitu menjaga kelestarian hutan, dan dinamika sosial budaya
dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Taman Rakyat,

Hutan Adat, Dan Kemitraan Konservasi.

Bentuk perhutanan sosial terdapat lima (5) skema yang memiliki tujuan

serupa namun berbeda dalam bentuknya, yaitu antara lain:

1) Hutan Desa (HD), adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya
diberikan kepada desa dan hasilnya diperuntukan untuk dimanfaatkan

sebagai penunjang kesejahteraan desa.
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2) Hutan Kemasyarakatan (HKm), adalah hutan negara yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai upaya pemberdayaan
dan kesejahteraan masyarakat.

3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), adalah hutan tanaman pada hutan
produksi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang menerapkan
silvikultur dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan dengan
tujuan untuk memaksimalkan potensi dan kualitas hutan.

4) Hutan Adat, adalah hutan yang lokasinya berada dalam wilayah
masyarakat hukum adat.

5) Kemitraan Konservasi, adalah kerjasama antara masyarakat yang tinggal
di kawasan hutan dengan pemerintah untuk menjadi peserta kemitraan

konservasi dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk pemberdayaan.

Kemitraan  Konservasi  bertujuan  untuk  melindungi alam  juga
mengendepankan pengembangkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar
kawasan hutan. Kemitraan Konservasi sendiri dalam P.06/KSDAE/2018
tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala
unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan
masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya,
dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020:189). Ruang lingkup
P.06/KSDAE/2018 dalam Pasal 3 meliputi; (a) Kemitraan Konservasi dalam
rangka pemberdayaan masyarakat, (b) Kemitraan Konservasi dalam rangka
pemulihan ekosistem dan, (c) pembinaan, pengendalian monitoring dan

evaluasi.

Menurut Hartoyo dkk dalam Mufidah (2022:10) Tahura merupakan kawasan
yang memiliki persoalan kompleks multistakeholder dimana bukan saja
permasalahan konflik tenurial yang menjadi permasalahan namun juga konflik
kepentingan dengan motif ekonomi juga menjadi permasalahan di kawasan

ini. Tahura sedang mengalami pengembangan dan pembangunan. Kondisi
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Tahura saat ini terdapat berbagai macam kerusakan alam yang terjadi. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut pengelolaan yang berbasis kemitraan
menjadi solusi (Mufidah, 2022:11).

Program yang berada di ranah kehutanan diselenggarakan oleh pemerintah
dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang
berbasis keadilan merupakan salah satu program Perhutanan Sosial (Agusti
dkk., 2020:301). lIzin pengelolaan hutan merupakan jaminan legalitas hak
pengelolaan untuk masyarakat, hal ini diharapkan agar masyarakat memiliki
kesadaran untuk mengelola hutan, memelihara, dan mengatasi lahan hutan
dengan baik (Raharjo dkk., 2020:184). Perhutanan sosial ini merupakan suatu
sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan untuk kawasan hutan negara
atau hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai aktor
utama untuk meningkatkan keseimbangan lingkungan (KLHK, 2018). Konsep
perhutanan sosial dapat diterima dan menjadi inovasi dalam bidang ilmu
kehutanan (Gunawan & Afriyanti, 2019:229).

Teori Good Environmental Governance (GEG)

Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG merupakan
konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan dalam pengeloaan lingkungan hidup demi
keberlanjutan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan
prinsip Good Environmental Governance memberikan makna bahwa
pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan
diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan (Nopyandri, 2016) dalam Addahlawi dkk
(2019:108).
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Sedangkan dalam World Bank menyatakan bahwa kegiatan Good
Enviromental Governance adalah kegiatan yang tujuannya untuk keberhasilan
penggunaan SDA secara sustainable dan menjaga kualitas lingkungan. Hal
tersebut membutuhkan tranparansi sistem pada institusi lingkungan,
keterlibatan ~masyarakat dalam membentuk kebijakan-kebijakan dan
menerapkan program. Good Environmental Governance merupakan kerangka
pengelolaan negara berasal dari hubungan dengan rakyat dalam mengelola
lingkungan hidup (Addahlawi dkk., 2020:108).

Balbase dalam Addahlawi dkk (2020:109) mengatakan terdapat tujuh

indikator dalam prinsip Good Environmental Governance (Addahlawi dkk.,

2020:109), yaitu sebagai berikut:

1) Aturan hukum (the rule of law)
Aturan hukum vyaitu cara dalam mengatur warga dengan hukum karena
hukum adalah hal yang memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan
masyarakat agar tidak sewenang-wenang. Aturan hukum ditujukan agar
penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang
berlaku.

2) Partisipasi dan representasi (participation and representation)
Partisipasi adalah keterlibatan komponen governance dalam mewujudkan
tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan
representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang
telah ditangkap oleh indera dengan menggunakan bahasa sendiri.

3) Akses terhadap informasi (acces to information)
Akses terhadap informasi merupakan perantara yang dapat digunakan
untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik.

4) Tranparansi dan akuntabilitas (transparency and accountability)
Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses

pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan
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jelas, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk
pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.

5) Desentralisasi (decentralitation)
Prinsip desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

6) Lembaga dan Institusi (institutions and agencies)
Lembaga dan institusi meruapakan organisasi yang turut berperan dalam
mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa
lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

7) Akses untuk memperoleh keadilan (acces to justice)
Artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan
hak-hak yang harus diterima.

Melalui prinsip GEG, pelaksaan Kerjasama antara Tahura WAR dan juga
Walhi Lampung selaku pembina SHK Lestari akan lebih terorganisasi. Maka

perlu dengan menyamakan substansi dan tujuan melalui prinsip GEG tersebut,

Teori Kebutuhan Maslow

Abraham maslow memperkenalkan teori kebutuhan dalam buku Hierarchy of
Needs dan menempati urutan ke 14 yang merupakan teori yang paling banyak
dirujuk dalam teori penelitian. Maslow mengemukakan gagasannya yang
berspektif pada humanistic, bahwa dalam setiap diri manusia memiliki
dorongan alami guna perkembangan diri, dengan tujuan akhir hidup adalah

mewujudkan potensi seseorang secara penuh (Dhaniswara dkk., 2023:5).

Teori Maslow yang juga disebut Hirarki Kebutuhan Manusia mengemukakan
lima kebutuhan manusia yang dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya.
Manusia umumnya berupaya untuk mencukupi kebutuhan dari tingkatan yang

paling rendah yaitu kebutuhan fisiologis, lalu meningkat ke tingkat setelah
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kebutuhan sebelumnya terpenuhi, begitu seterusnya hingga mencapai

kebutuhan paling tinggi yaitu aktualisasi diri (Bari & Randy Hidayat,
2022:10).

1)

2)

3)

4)

5)

Ak asi  * Pengembangan diri, pemenuhan ideologi,
‘ dll

* Pencapaian, status, tanggung jawab,
reputasi, dll.

- » Afeksi, relasi, keluarga, dll.
* Keamanan, keteraturan,
stabilitas, dll.
* Makanan, minuman,
tidur, pakaian, dll.

Penghargaan

Fisiologis

Gambar 1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow

Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan dasar manusia dalam bertahan
hidup antara lain : makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan lain-lain.
Kebutuhan Rasa Aman

Rasa aman berada ditingkat kedua yang merupakan kebutuhan
perlindungan akan fisik manusia. Perlindungan ini dibutuhkan agar
manusia dapat hidup denga naman dan nyaman.

Kebutuhan Sosial

Pada kebutuhan sosial manusia membutuhkan rasa memiliki dan dimiliki
agar diterima oleh orang-orang disekitarnya. Ini berdasarkan bahwa
perlunya manusi berhubungan dengan manusia lainnya.

Kebutuhan Penghargaan (Ego)

Ego setiap manusia memiliki rasa utuk dapat mencapai derajat yang lebih
tinggi dari orang lain. Manusia akan berusaha mencapai prestasi, reputasi
dan status yang diinginkannya.

Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan aktualisasi diri berdasarkan pada cita-cita seseorang untuk

menjadikan dirinya yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemahiran
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yang dimilikinya. Setiap individu akan menunjukkan dirinya mampu
dalam melakukan suatu hal tersebut.

Teori kebutuhan ini juga sangat relevan dengan masyarakat di sekitar
Kawasan hutan yang memiliki kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini,
masyarakat sekitar hutan yang notabene masyarakat dengan ekonomi
menengah kebawah, rata-rata mereka masih dalam tahapan fisiologis.
Masyarakat sangat bergantung pada hasil hutan sebagai pendapatannya yang

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu makan.

Teori Motivasi McClelland

Teori motivasi oleh McCleland mengemukakan bahwa setiap orang
dimotivasi oleh adanya keinginan akan kekuasaan (power), pencapaian
(achievement), dan afiliasi (affiliation) yang mana tiap individu akan
mendapatkan kombinasi dari ketiga motivasi tersebut dan memperlihatkan
satu motivasi yang paling diinginkan. McClelland mendeskripsikan
pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah kebutuhan penting yang dapat

mendorong motivasi.

McClelland mengemukakan setiap pribadi memiliki cadangan kekuatan
potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemauan atau dorongan
motivasi individu yang didukung dengan situasi dan kondisi serta kesempatan
yang ada. Dalam MindTools (2017) dalam (Salim, 2019:140) McClelland
menyarakan tiga karakteristik individu yang dilatarbelakangi oleh motivasi
milik David McClelland, yaitu:
a. Kebutuhan Akan Prestasi (Need for Achievement)
Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan pencapaian memiliki
karakteristik keinginginannya yang kuat dalam menentukan dan mencapai

tujuan, menerima feedback dengan baik untuk memperbaiki progress



2.6

21

dalam pencapaiannya, dan juga senang bekerja sama dengan orang lain
yang memiliki motivasi pencapaian serupa.

b. Kebutuhan Akan Kekuatan (Need for Power)
Seseorang yang memiliki kenginan untuk mendapatkan pengaruh, serta
menjadi berpengaruh sehingga dapat mengendalikan orang lain. Individu
seperti ini cenderung memiliki jiwa kompetisi yang tinggi, berusaha
mendapat kemenangan dan pengakuan akan statusnya oleh orang lain.

c. Kebutuhan Akan afiliasi (Needs for Affiliation)
Seseorang yang memiliki motivasi tinggi untuk afiliasi cenderung ingin
bekerja dalam kelompok, mengusahakan segala sesuatunya untuk
kepentingan kelompok, ingin menjadi orang yang disukai dalam
kelompok, tidak terlalu menyukai kompetisi tetapi lebih menyukai

kolaborasi.

Pemerintah dalam penelian ini yang merupakan tokoh penting yang perlu
menunjang serta memberdayakan masyarakatnya perlu memiliki motivasi
yang tinggi dalam membantu memberikan kebutuhan masyarakat yang dalam
hal ini masyarakat sekitar Kawasan hutan yang masih berusaha keras dalam
memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Sudah sepatutnya pemerintah membantu

mengusahakan kebutuhan dari masyarakat.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai bahan landasan dalam pengembangan
berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka
pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek
permasalahan dan disusun berdasarkan latar belakang, tinjauan dan hasil

penelitian yang relevan.

Dalam mengevaluasi kebijakan tentang program Sistem Hutan Kerakyatan

Pesawaran Bina Lestari, hal yang perlu dikaji adalah yang pertama Peraturan
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tentang Pengeloaan
Perhutanan Sosial dimana menunjuk masyarakat sebagai aktor utama dalam
meningkatkan kesejahteraannya serta menjaga kelestarian hutan yang
merupakan pokok peraturan dalam kemitraan konservasi.

Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi SHK ini, aktor utama yang berperan
adalah masyarakat itu sendiri. Namun selain masyarakat, terdapat peran dari
pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan yang diwadahi dalam
Tahura dan juga Walhi Lampung selaku pendamping dalam keorganisasian
Gapoktanhut SHK Lestari ini. Untuk itu diperlukan adanya Kerjasama yang
baik antara ketiga aktor tersebut dalam menjalankan program ini. Dalam hal
ini ketiga aktor perlu untuk mengaplikasikan Good Environmental
Governance untuk mencapai cita-cita bersama dan terwujudnya Kerjasama

yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan juga LSM Walhi Lampung.

Selain itu faktor motivasi & kebutuhan juga tak kalah penting dalam
pelaksanaan SHK Lestari. Dengan adanya anggota yang memiliki kebutuhan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan melahirkan kemauan yang besar
dalam memperjuangkan SHK Lestari. Kemudian dari sisi pendamping yaitu
Tahura WAR dan LSM Walhi Lampung serta anggota SHK Lestari, akan

memiliki rasa tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama SHK Lestari.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Evaluasi Kemitraan Konservasi & Ketercapaian
Good Environmental Governance Pada
Gapoktanhut SHK Lestari
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I11.  METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan melalui
metode penelitian kuantitatif yang menjelaskan tentang objek penelitian yaitu
Gapoktanhut SHK Lestari dengan mengevaluasi kemitraan konservasi yang
telah dilakukan dalam Gapoktanhut SHK Lestari, serta melihat sinergi
pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan antara pemerintah,
LSM Walhi, dan juga masyarakat dimana SHK Lestari merupakan salah satu
Gapoktanhut terlama yang bermitra dengan Tahura dan Walhi namun belum

mendapatkan perjanjian Kerjasama dari KLHK.

Adapun metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei
menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuan dari
metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan representatif

dari sejumlah responden yang mewakili suatu populasi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dalam suatu permasalahan yang akan
dibahas dan dikaji. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaku
dalam kemitraan konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan
Pesawaran Bina Lestari dengan menilai realisasi pelaksanaan Gapoktanhut
SHK Lestari dan sinergi pengelolaan Gapoktanhut SHK Lestari antara

pemerintah, LSM Walhi, dan juga masyarakat menggunakan teori kebijakan
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menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5) dalam dalam telaah teori
kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu perencanaan, implementasi
atau pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu untuk menilai suatu kebijakan
dapat melihat dari ketiga indikator tersebut.

Lokasi Penelitian

Dalam Moleong (216:128) mendeskripsikan lokasi penelitian sebagai tempat
peneliti melakukan penelitiannya dalam usaha mendapatkan data-data akurat
yang dibutuhkan dalam penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan
melihat realitanya. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kawasan Hutan Desa
Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang

karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori

yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari

masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Kebijakan
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan
cara bertindak. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis,
manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan
eksplisit.

2. Good Environmental Governance (GEG)
Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG merupakan
konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip
penyelenggaraan pemerintahan dalam pengeloaan lingkungan hidup demi
keberlanjutan  lingkungan hidup. Penyelenggaraan  pemerintahan
berdasarkan prinsip Good Environmental Governance memberikan makna

bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan
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lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi
perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Motivasi & Kebutuhan

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar
atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Sedangkan kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan
oleh manusia, atau keinginan manusia yang harus dipenuhi, demi
tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan
hidupnya. Dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang,
makan akan mendorong motivasi seseorang itu untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginannya serta mencapai suatu tujuan.

. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang
menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa
menghasilkan sesuatu yang optimal. Sedangkan hutan berbasis masyarakat
(hutan kemasyarakatan) adalah hutan negara yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat sekitar hutan sebagai upaya pemberdayaan dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sinergi pengelolaan hutan
berbasis masyarakat adalah bagaimana suatu pengelolaan hutan yang
dilakukan oleh masyarakat itu dilakukan dan seberapa optimal itu telah
dilakukan.

Evaluasi SHK Lestari

Evaluasi adalah kegiatan menilai apakah suatu kebijakan atau program
telah mencapai tujuannya atau belum. Sedangkan SHK Lestari adalah
sebuah gabungan kelompok tani hutan yang berkemitraan konservasi
dengan Tahura WAR.
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3.5 Definisi Operasional
Definisi  operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel
yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan
proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional
memungkinan sebuah konsep yang ber-sifat abstrak dijadikan suatu yang
operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran

(Ridha, 2017). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Variabel Eksogen

1. Kebijakan
Kebijakan menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5) dalam
dalam telaah teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu
perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh
karena itu untuk menilai suatu kebijakan dapat melihat dari ketiga
indikator tersebut.

2. Good Environmental Governance (GEG)
Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG
merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan
memberikan prinsip  penyelenggaraan pemerintahan dalam
pengeloaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan
hidup. Balbase dalam Addahlawi dkk (2020:109) mengatakan
terdapat 7 indikator GEG yaitu:
1) Aturan hukum
2) Partisipasi dan representasi
3) Akses terhadap informasi
4) Transparansi dan akuntabilitas
5) Desentralisasi
6) Lembaga dan institusi

7) Akses untuk memperoleh keadilan
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3. Motivasi & Kebutuhan
McClelland mengemukakan setiap pribadi memiliki cadangan
kekuatan potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan
kemauan atau dorongan motivasi individu yang didukung dengan
situasi dan kondisi serta kesempatan yang ada. Sedangkan Maslow
mengungkapkan manusia umumnya berupaya untuk mencukupi
kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yaitu kebutuhan
fisiologis, lalu meningkat ke tingkat setelah kebutuhan sebelumnya
terpenuhi. Maka dari itu diperlukannya kemauan yang kuat dan

rasa tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan SHK Lestari.

3.5.2 Variabel Mediasi
1. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan
dalam adalah bentuk kerjasama yaitu adanya pembagian peranan
dan tanggungjawab secara seimbang, pemahaman yang searah
dalam pengelolaan hutan, terbentuknya mekanisme koordinasi dan
komunikasi yang baik, maka masyarakat diposisikan sebagai
pelaku utama, masyarakat diberi keleluasaan dalam mengelola
hutan, fungsi hutan dapat terjaga kelestariaannya, mempertahankan
musyawarah dan gotong royong sebagai nilai kearifan budaya
lokal masyarakat dan secara ekonomi masyarakat mendapatkan
porsi yang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
(Tjahjono, 2021:108). Oleh karena itu indikator sinergi
pengelolaan hutan masyarakat adalah :
1) Terlaksananya program
2) Kerja sama yang baik
3) Menciptakan hasil yang baik
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3.5.3 Variabel Endogen

1.

Evaluasi SHK Lestari

Evaluasi adalah kegiatan menilai apakah suatu kebijakan atau
program telah mencapai tujuannya atau belum. Menurut Nugroho
(2009:535) kebijakan yang telah dibuat setelahnya harus terus
diawasi dan tidak dilepas begitu saja. Pengawasan tersebut salah
satunya dengan mekanisme evaluasi kebijakan. Evaluasi ditujukan
untuk melihat seberapa efektif suatu kebijakan publik untuk
selanjutnya  dipertanggungjawabkan  kepada  konstituennya.
Evaluasi diperlukan untuk melihat antara ekspektasi dan realita.
Indikatornya adalah sebagai berikut.

1) Kinerja pelaksana kebijakan

2) Selarasnya perencanaan dan implementasi

3) Tercapainya tujuan

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota SHK Lestari dari seluruh

Kelompok Tani Hutan, perwakilan dari Tahura WAR, dan Walhi

Lampung. Adapun jumlah anggota Gapoktanhut SHK Lestari adalah

sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Anggota Gapoktanhut SHK Lestari

No. Kelompok Tani Hutan Jumlah Anggota
(Orang)

1. Karya Makmur I 27

2. Karya Makmur Il 28

3. Karya Makmur 11 24

4. Karya Makmur IV 23




3.6.2

No. Kelompok Tani Hutan Jumlah Anggota
(Orang)
5. Karya Mukti | 26
6. Karya Mukti Il 30
7. Karya Mukti 111 24
8. Karya Mukti IV 19
9. Karya Mukti V 26
10. Karya Sejati 32
11. Karya Tani | 36
12. Karya Tani Il 33
13. Karya Tani Il 17
14. SriLestari | 17
15.  SriLestari Il 23
16. Puja Kesuma I 22
17. Puja Kesuma Il 21
18. Puja Kesuma Il 20
19. Tersenyum I 21
20. Tersenyum Il 22
21. Tersenyum Il 21
Jumlah 512

Sampel

representatif,

512 orang.

Sampel Penelitian

maka dalam penelitian ini

yang memiliki kesesuaian akan karakteristik tertentu.
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Berdasarkan tabel di atas, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah

dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian yang
dibutuhkan

pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi,

teknik
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Dalam penelitian ini, penarikan sampel menggunakan Teknik
purposive sampling. Purposive sampling merupakan penentuan sampel
dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau pengambilan sampel

dengan tujuan tertentu (Lenaini, 2021).

_ N
"T1+Ne?
Keterangan :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
e = batasan kesalahan (error)
512
n =
1+ 512 (0,12)
512
n =

14512 (0,01)

512
"= 1¥512

_ 212 oaus
=612 %

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 responden

(dibulatkan).

3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta atau realita yang ada,
dapat berupa kata, angka, maupun yang lainnya (Moleong, 2016:128) . Jenis-

jenis data yang digunakan antara lain :

3.7.1 Data Primer
Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari objek yang
ditelitinya. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan

hasil, observasi, kuesioner, dan dokumentasi.
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1. Observasi
Observasi sendiri merupakan Teknik pengumpulan daya yang dapat
dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadapat objek
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi
masyarakat di Kawasan hutan Desa Cilimus Kecamatan Teluk
Pandan Kabupaten Pesawaran. Dengan mengunjungi tempat
tersebut, peneliti dapat melihat kondisi konservasi hutan
Gapoktanhut SHK Lestari dan kehidupan masyarakat di Kawasan

hutan konservasi tersebut.

2. Kuesioner
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan secara
tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab (Sugiono,
2014).

Kuesioner digunakan untuk melihat Gapoktanhut SHK Lestari
melalui variabel-variabel seperti kebijakan, Good Environmental
Governance, dan Kebutuhan & motivasi dalam pelaksanaan
program perhutanan sosial yaitu berupa hutan kemasyarakatan.
Dengan begitu, peneliti akan dengan mudah mengevaluasi dengan

melihat hasil responden yang telah didapatkan.

3.7.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data tidak langsung yang diberikan berupa
dokumen, arsip, dan catatan yang diberikan kepada pengumpul data,

misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini data



33

sekundernya adalah berupa dokumen-dokumen yaitu catatan atau arsip

yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Tabel 4. Data Dokumen Penelitian

No. Dokumen

1.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9
Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

2. SK Perjanjian Kerjasama (PKS) antara UPTD KPHK Tahura
WAR dengan SHK Lestari

3. SK Persetujuan Kemitraan Konservasi antara UPTD KPHK
Tahura WAR dengan SHK Lestari

4.  Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Kelompok Tani Hutan
SHK Lestari

5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ) Kelompok Tani Hutan SHK
Lestari

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2023

3.8 Teknik Analisis Data
Peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner dengan
menggunakan software Microsoft Excel dengan analisis deskriptif, dan
kemudian data dianalisis dengan menggunakan Skala Likert dengan tabulasi.
Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat,
partisipasi, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai kejadian

atau gejala sosial.

a. Faktor Kebijakan
Faktor kebijakan dalam hal ini adalah bagaimana SHK ini dirancang,
diimplemantasikan, serta dievaluasi, yang mana berlandaskan dengan
Permen No. 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai

landasannya. Dengan menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5)
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telaah teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek vyaitu
perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh
karena itu untuk menilai suatu kebijakan dapat melihat dari ketiga

indikator tersebut.

Tabel 5. Faktor Kebijakan

Skala

Variabel Dimensi Indikator
Pengukuran

Kebijakan Perencanaan 1. kebijakan dibuat Likert
atau kebijakan berdasarkan
Program  atau program kebutuhan dan
kepentingan anggota
dan kelestarian
lingkungan
2. peranan anggota
SHK dalam
perencanaan
program
3. perencanaan
dijadikan pedoman
dalam pelaksanaan

Pelaksanaan 1. kebijakan atau Likert
atau program
implementasi dilaksanakan sesuai
kebijakan dengan rencana
2. Tahura berperan
dalam membantu
pelaksanaan
3. melakukan
musyawarah antara
Tahura, Walhi, dan
Anggota SHK dalam
menyelesaikan
masalah.

Evaluasi 1. melakukan evaluasi Likert
kebijakan rutin RPP dan RKT
atau program 2. membuat laporan
pertanggungjawaban
terhadap program
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Variabel Dimensi Indikator Skala
Pengukuran
yang telah
dicanangkan dalam
RPP & RKT

. Tahura dan Walhi
mengadakan evaluasi
untuk memperbaiki
pelaksanaan program

b. Faktor Good Environmental Governance

Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG

merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan

prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pengeloaan lingkungan

hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui konsep GEG,

pelaksanaan kerjasama antara Tahura WAR dan juga Walhi Lampung

selaku pembina Gapoktanhut SHK Lestari akan lebih terorganisasi.

Maka perlu dengan menyamakan substansi dan tujuan melalui konsep

GEG tersebut,

Tabel 6. Faktor Good Environmental Governance

Variabel Dimensi Indikator Skala
Pengukuran
Good Aturan . Terdapat hukum Likert
Environ- Hukum yang mengatur
mental pengelolaan
Gover-nance Gapoktanhut SHK
Lestari

Disosialisasikanny
a hukum yang
berlaku (Permen
LHK No.9 Th
2021) kepada
anggota
Gapoktanhut SHK
Lestari dan Walhi
Lampung oleh
Tahura
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Variabel

Dimensi

Indikator

Skala
Pengukuran

Partisipasi &
Representasi

Akses
terhadap
informasi

. Anggota

Gapoktanhut SHK
Lestari, Walhi
Lampung, dan
Tahura telah
mentaati hukum
pengeloaan
Perhutanan Sosial

. Tahura melakukan

pengawasan
(keuangan dan
program) terhadap
Gapoktanhut SHK
Lestari

. Tahura dan Walhi

mengadakan
evaluasi terhadap
Gapoktanhut SHK
Lestari

. Walhi selaku

pendamping
menyampaikan
aspirasi anggota
Gapoktanhut SHK
Lestari kepada
Tahura

1. Anggota

Gapoktanhut SHK
Lestari diberikan
akses untuk
mendapatkan
informasi terkait
kebijakan
pemerintah tentang
kemitraan
konservasi

. Walhi selaku

pendamping
diberikan informasi
terbaru terkait

Likert

Likert
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Variabel Dimensi

Skala

Indikator Pengukuran

Transparansi
dan
Akuntabilitas

Desentralisasi

1.

1.

kemitraan
konservasi oleh
Tahura

Tahura selalu
menyampaikan
informasi terkait
kebijakan dari
pemerintah untuk
Gapoktanhut SHK
Lestari

Pengurus
Gapoktanhut SHK
Lestari selalu
melaporkan secara
rinci dalam
pelaksanaan
program
Gapoktanhut SHK
Lestari kepada
Tahura dan Walhi

Likert

. Pengurus

Gapoktanhut SHK
Lestari membuat
laporan keuangan
dan menyampaikan
kepada Tahura
Terdapat
Rancangan
Anggaran Belanja
untuk
melaksanakan
program

Tahura mendapat Likert
kewenangan
penuh dari
pemerintah pusat
untuk mengurus
Gapoktanhut SHK
Lestari
Tahura tidak
mendapatkan
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Variabel

Dimensi

Indikator

Skala
Pengukuran

Lembaga dan 1.
Institusi

Akses untuk 1.
memperoleh
Keadilan

tekanan dalam
mengambil
keputusan untuk
Gapoktanhut SHK
Lestari

Pengurus
Gapoktanhut SHK
Lestari tidak
mendapatkan
pengaruh dari
pihak luar dalam
mengambil
keputusan

Tahura berperan
besar dalam
membantu
mewujudkan tujuan
Gapoktanhut SHK
Lestari

Walhi berperan
besar dalam
membantu
mewujudkan tujuan
Gapoktanhut SHK
Lestari

Adanya LSM
Walhi membantu
anggota
Gapoktanhut SHK
Lestari dalam
membuat dan
menjalankan
program

Setiap anggota
Gapoktanhut SHK
Lestari
diperlakukan
dengan adil

Setiap anggota
Gapoktanhut SHK

Likert

Likert
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Skala

Variabel Dimensi Indikator
Pengukuran

Lestari
diperjuangkan
dalam mencapai
keadilan haknya

3. Tahura & Walhi
tidak membeda-
bedakan perlakuan
terhadap anggota
Gapoktanhut SHK
Lestari

Faktor Motivasi dan Kebutuhan

Teori motivasi oleh McCleland mengemukakan bahwa setiap orang
dimotivasi oleh adanya kebutuhan dan keinginan akan kekuasaan
(power), pencapaian (achievement), dan afiliasi (affiliation) yang
mana tiap individu akan mendapatkan kombinasi dari ketiga motivasi
tersebut dan memperlihatkan satu motivasi yang paling diinginkan.
McClelland mendeskripsikan pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi

adalah kebutuhan penting yang dapat mendorong motivasi.

Tabel 7. Faktor Motivasi dan Kebutuhan

Skala
Variabel Dimensi Indikator
Pengukuran
Kebutuhan Kebutuhan 1. Masyarakat perlu Likert
terhadap yang menjadi memenuhi
motivasi motivasi kebutuhannya

terutama kebutuhan
fisiologis seperti
makanan dan tempat
tinggal

2. Adanya keinginan
memenuhi
kebutuhan dapat
memotivasi dalam
melaksanakan
program
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Skala

Variabel Dimensi Indikator
Pengukuran

Gapoktanhut SHK
LESTARI

3. Anggota
Gapoktanhut SHK
LESTARI memiliki
kemauan yang kuat
dalam mencapai
tujuan bersama

4. UPTD Tahura &
Walhi termotivasi
untuk mencapai
tujuan dengan upaya
memberdayakan
anggota
Gapoktanhut SHK
LESTARI dengan
baik

5. Pengurus
Gapoktanhut SHK
LESTARI telah
bertanggung jawab
dalam
melaksanakan
program
Gapoktanhut SHK
LESTARI

6. UPTD Tahura, dan
Walhi telah
bertanggung jawab
membina
Gapoktanhut SHK
LESTARI untuk
kemajuan bersama

d. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Skala

Variabel Dimensi Indikator
Pengukuran

Sinergi Terlaksananya Program-program yang Likert
Pengelolaan program telah dicanangkan telah
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Hutan terlaksana
Berbasis
Masyarakat Kerjasama antara Likert
anggota Gapoktanhut
Kerja sama SHK !_estar_i dan juga
yang baik pembina yaitu URTD
Tahura dan Walhi telah
berjalan dengan baik
Gapoktanhut SHK Likert
Menciptakan  Lestari telah
hasil yang menciptakan hasil yang
baik baik sesuai dengan yang
dicita-citakan
e. Evaluasi SHK Lestari
Skala
Variabel Dimensi Indikator Pengukuran
Gapoktanhut SHK
Lestari telah mencapai
tujuan dari
.. terbentuknya kemitraan
Kinerja A
konservasi yaitu Likert
pelaksana .
. melestarikan hutan dan
kebijakan .
mensejahterakan
masyarakat Kawasan
hutan
Evaluasi
SHK Selarasnya Pelaksanaan program Likert
Lestari perencanaan  telah berjalan selaras
dan dengan perencanaannya
implementasi
Kinerja semua aktor Likert

Tercapainya
tujuan

yang terlibat dalam
Gapoktanhut SHK
Lestari telah bekerja
dengan sungguh-
sungguh dan baik
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Penentuan skor dari setiap jawaban dalam skala Likert memiliki tingkat
gradasi dari yang sangat negatif sampai sangat positif, dengan penjabaran

sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) : skor 4
2. Setuju (S) : skor 3
3. Tidak Setuju (TS) : skor 2
4. Sangat Tidak Setuju (STS) :skor 1

Peneliti melakukan analisis deskriptif dari tiap variabel dengan melihat
nilai rata-rata (mean) dari skor hasil kuesioner yang telah diisi oleh
responden. Pengukuran pada variabel tersebut menggunakan skor 1 untuk

terendah dan 4 untuk tertinggi. Sehingga interval skor tersebut adalah :

Nilai Maksimal - Nilai Minimal

Int l=
nirerva Jumlah Kelas

4-1
Intrerval = —— = 0,6

Berdasarkan perhitungan di atas, maka skala distribusi kriteria pendapat

adalah sebagai berikut:

Sangat Rendah  :1.00 - 1.60

Rendah :1.61-2.21
Cukup 2,22 -2.82
Tinggi :2.83-3.43

Sangat Tinggi  : 3.44-4.00

Peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh melalui kuesioner
akan dianalisis menggunakan Partial Least Square (SEM) yautu analisis
yang digunakan untuk mengembangkan atau memprediksi suatu teori

yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan analisis model structural PLS
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dengan menggunakan software SmartPLS. Dalam penelitian ini dilakukan

tiga tahap yaitu:

1. Analisa Outer Model
Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan unruk menilai
validitas atau reabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif
di evaluasi melalui validitas convergent dan discriminant dari indikator
pembentuk konstruk laten dan composite reliability serta cronbach’s
alpha untuk blok indikatornya (Ghozali & Latan, 2015).

Penjelasan lebih lanjut model pengukuran (outer model) dengan
menggunakan uji Convergent Validity, Discriminant Validity, dan
Composit Reliability adalah sebagai berikut:

a. Convergent validity
Convergent validity dari measurement model dapat dilihat dari
korelasi antara skor indikator dengan skor skor variabelnya.
Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau
memperlihatkan seluruh outer loading dimensi variabel memiliki
nilai loading > 0,5 (Abdullah, 2015). AVE adalah rerata presentase
skor varian yang diektrasi dari seperangkat variabel laten yang
diestimasi melalui loading standardlize indikatornya dalam proses

iterasi algoritma dalam PLS.

Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai
loading factor 0,5-0,6 masih dianggap cukup (Chin, 1998 dalam
Ghozali dan Latan 2015). Selanjutnya (Ghozali & Latan, 2015)
mengungkapkan validitas convergent berhubungan dengan prinsip
bahwa pengukur-pengukur (manifest variabel) konstruk yang

berbeda seharusnya tidak berkolerasi tinggi.
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b. Discriminant validity

Discriminant validity terjadi jika dua instrument yang berbeda
yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkolerasi
menghasilkan skor yang memang tidak berkolerasi (Hartono,
2015). Discriminant validity dari model pengukuran dengan
refleksif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran
dengan konstruk. Menurut Ghozali dan Latan (2015), metode
discriminant validity adalah dengan menguji validitas discriminant
dengan indikator refleksif yaitu dengan melihat nilai cross loading
untuk setiap variabel harus >0,7. Cara lain yang dapat digunakan
yaitu dengan membandingkan nilai square root of average
variance extracted (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara
konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai
discriminant validity yang baik (Fornel dan Larcker 1981 dalam
Ghozali dan Latan (2015).

c. Composite Reliability

Mengukur reabilitas suatu konstruk dengan indikator refleksif
dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan Cronbach’s Alpha
dan Composite Reliability. Namun menggunakan Cronbach’s
Alpha untuk memguiji reabilitas konstruk akan memberikan nilai
yang lebih rendah (under estimate) sehingga lebih disarankan
untuk menggunakan Composite Reliability. Uji reabilitas dapat
dilihat dari nilai composite reliability. Composite reliability adalah
nilai batas yang diterima untuk tingkat reabiliti komposisi (PC)
adalah >0,7 (Abdullah, 2015).
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2. Analisa Inner Model

Analisa inner model dikenal juga sebagai analisis strukturak model,
yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variable laten
(Ghozali & Latan, 2015). Inner model, yaitu spesifikasi hubungan
antar variabel laten (structural model), disebut juga dengan inner
relation, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan
teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya,
diasumsikan bahwa variabel laten dan indikatornya atau variabel
manifest diskala zero means dan unit varian sama dengan satu,
sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan
dari model (Jaya, 2008).

a. R-Square (R2)
Dalam menilai struktural dimulai dengan melihat nilai R-squares
untuk setiap nilai variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari
model struktural. Perubahan nilai R-squares (R2 ) dapat digunakan
untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu
terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang
subtantif. Nilai R- 86 squares 0.75, 0.50 dan 0,25 dapat
disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah (Ghozali &
Latan, 2015). Hasil dari PLS R-squares merepresentasikan jumlah
variance dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali &
Latan, 2015). Semakin tinggi nilai R2 berarti semakin baik model
prediksi dan model penelitian yang diajukan.

b. Uji Hipotesis (Bootstraping)
Dalam menilai signifikasi pengaruh antar variabel, perlu dilakukan
prosedur bootstrapping. Prosedur bootstrap menggunakan seluruh
sampel asli untuk melakukan resampling. Hair et al. (2011) dan
Henseler et al. (2009) menyarankan number of bootstrap samples

sebesar 5.000 dengan catatan jumlah tersebut harus lebih besar dari
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original sampel. Namun beberapa literatur (Chin, 2003; 2010)
menyarankan number of bootstrap samples sebesar 200-1000
sudah cukup untuk mengoreksi standar error estimate PLS
(Ghozali & Latan, 2015). Dalam metode resampling bootstrap,
nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value 1,65
(significance level = 10%), 1,96 (significance level = 5% dan 2,58
(significance level = 1%).
c. Analisis SEM dengan efek mediasi
Pengujian efek mediasi dalam analisis menggunakan PLS
menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny
(1998, dalam (Ghozali & Latan, 2015)) dengan tahapan sebagai
berikut:
e Model pertama, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel endogen dan harus signifikan pada t-statistik > 1,96
e Model kedua, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel mediasi dan harus signifikan pada t-statistik > 1,96
e Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh variabel

eksogen dan mediasi terhadap variabel endogen.

Pada pengujian tahap akhir, jika pengaruh variabel eksogen
terhadap variabel endogen tidak signifikan sedangkan pengaruh
variabel mediasi terhadap variabel endogen signifikan pada t-
statistik > 1,96, maka variabel mediasi terbukti memediasi

pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

3. Pengujian Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara
variable endogen dan variabel eksogen. Berdasarkan latar belakang
penelitian, rumusan masalah penelitian dan kerangka pemikiran yang

telah dibahas mengenai Evaluasi Kemitraan Konservasi dan
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Ketercapaian Good Environmental Governance Pada Gapoktanhut

Sistem Hutan Kerakyatan Lestari, hipotesa penelitian ini diantaranya:

H1 : Kebijakan berpengaruh terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan
Berbasis Masyarakat dan berpengaruh terhadap Evaluasi SHK
Lestari

H2 : Good Environmental Governance berpengaruh terhadap
Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh
terhadap Evaluasi SHK Lestari

H3 : Motivasi dan Kebutuhan berpengaruh terhadap Sinergi
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh
terhadap Evaluasi SHK Lestari

H4 Sinergi  Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

berpengaruh terhadap Evaluasi SHK Lestari



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem Hutan Kerakyatan Lestari yang berada di desa Cilimus Kecamatan
Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu bentuk kemitraan
konservasi yang diwenangi oleh Tahura Wan Abdul Rachman dan didampingi
oleh beberapa LSM salah satunya Walhi Lampung. SHK Lestari memiliki 512
anggota yang tergabung dari 21 Kelompok Tani Hutan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SHK Lestari dan
melihat ketercapain Good Environmental Governance dengan menyebarkan
kuesioner pada aktor yang terlibat dalam SHK Lestari. Responden tersebut
terdiri dari 76 Anggota SHK Lestari, 3 pegawai Tahura Wan Abdul Rachman,
dan 5 Staf Walhi Lampung. Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat

disimpulkan:

Dari empat hipotesis penelitian, didapati bahwa :

1. Kebijakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Sinergi
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Evaluasi SHK Lestari.

2. Good Environmental Governance tidak berpengaruh terhadap Evaluasi
SHK' Lestari dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sinergi

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.



85

3. Motivasi & Kebutuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Evaluasi SHK
Lestari.

4. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Evaluasi SHK Lestari.

Penelitian ini mengungkapkan evaluasi SHK Lestari mendapat nilai rata-rata
tinggi, terutama pada indikator perencanaan yang mendapat nilai sangat tinggi
menyatakan bahwa tujuan dari SHK Lestari adalah untuk kepentingan anggota
dan kelestarian lingkungan. Namun masih terdapat beberapa indikator yang
perlu ditingkatkan seperti pengawasan terhadap program dan keuangan, dan
juga perlu meningkatkan pelaksanaan program — program yang telah

direncanakan.

Sedangkan untuk ketercapaian Good Environmental Governance (GEG)
responden menilai cukup dan tinggi. Indikator aturan hukum mendapat nilai
paling tinggi menyatakan bahwa anggota Gapoktanhut SHK Lestari, Walhi
Lampung, dan Tahura telah mengetahui dan menaati hukum pengelolaan
Perhutanan Sosial. Namun masih terdapat beberapa indikator yang dinilai
hanya cukup yaitu partisipasi dan representasi mengenai pengawasan Tahura

terhadap keuangan dan program Gapoktanhut SHK Lestari.

5.2 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dengan beberapa
pertimbangan memberikan saran dan rekomandasi yaitu bagi SHK Lestari dan

juga untuk peneliti selanjutnya.
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1. Saran Untuk SHK Lestari
Berdasarkan hasil penelitian perlu dilakukan perencanaan program yang
lebih merinci dan tersusun baik secara pelaksanaan maupun rancangan
anggaran belanja dan setelah program tersebut terlaksana dilakukan
evaluasi per setiap program bersama dengan para pendamping. Selain itu
perlu lebih dimasifkan evaluasi monitoring para pendamping terhadap
keberlangsungan SHK Lestari.

2. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya
Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terbatas, oleh karena itu
evaluasi dapat dilakukan dengan variabel lainnya agar penelitian ini lebih
lengkap. Selain agar itu dapat dengan menambah responden dengan
jangkauan yang lebih luas terlebih pada sektor pemerintahan, karena
dalam hal ini pemerintah juga berperan besar dalam keberlangsungan dan

kemajuan kemitraan konservasi.
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